PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

Menimbang : a.

Mengingat :

—

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1), Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
untuk memperoleh persetujuan bersama;

. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 yang dijabarkan kedalam
kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara dan telah disepakati bersama antara Pemerintah
Daerah dengan DPRD pada tanggal 30 bulan November tahun
2012;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2013.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972 );
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Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 52727);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 540);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 861);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 311);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun
2011 Nomor 694);
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Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 Nomor 2/E), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bangkalan Nomor 16 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2007 Nomor 10/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bangkalan Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2008 Nomor 4/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor
1/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan
Tahun 2008 Nomor 9/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan
Tahun 2010 Nomor 1/B);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2010
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2010 Nomor 2/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2010
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2010
tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik
Daerah, Badan Usaha Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor
2/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2012 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Nomor 1/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2011
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 7/E).
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah: Rp1.261.262.374.224,25
2. Belanja Daerah: Rp1.370.899.004.228,00
Surplus/Defisit Rp(109.636.630.003,75)

3. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan Rp112.816.630.003,75
b. Pengeluaran Rp3.180.000.000,00

Pembiayaan netto Rp109.636.630.003,75

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri
dari:
a. Pendapatan Asli Daerah, sejumlah Rp83.249.442.447,25;
b. Dana Perimbangan, sejumlah Rp1.004.254.737.862,00;
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sejumlah
Rp173.758.193.915,00.
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah, sejumlah Rp14.244.216.185,00;
b. Retribusi Daerah, sejumlah Rp27.797.190.729,00;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan,
sejumlah Rp1.858.634.396,34;
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sejumlah
Rp39.349.401.136,91.
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, sejumlah
Rp120.989.225.862,00;
b. Dana Alokasi Umum, sejumlah Rp778.024.112.000,00;



(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

c. Dana Alokasi Khusus, sejumlah Rp105.241.400.000,00.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah, sejumlah Rp328.530.000,00;

b. Dana Darurat, sejumlah RpO0,00;

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya, sejumlah Rp36.468.034.915,00;
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, sejumlah
Rp107.239.959.000,00;

e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah

lainnya, sejumlah Rp29.721.670.000,00;

f. Lain-lain Penerimaan Rp0,00.

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2,

terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung, sejumlah Rp744.529.070.172,00;

b. Belanja Langsung sejumlah Rp626.369.934.056,00.

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, terdiri dari jenis belanja:

. Belanja Pegawai, sejumlah Rp672.387.299.649,00;

. Belanja Bunga, sejumlah Rp0,00;

. Belanja Subsidi, sejumlah Rp0,00;

. Belanja Hibah, sejumlah Rp37.553.193.763,00;

. Belanja Bantuan Sosial, sejumlah Rp2.113.445.160,00;
Belanja Bagi Hasil, sejumlah Rp0,00;

. Belanja Bantuan Keuangan, sejumlah Rp29.975.131.600,00;

h. Belanja Tidak Terduga, sejumlah Rp2.500.000.000,00.

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai, sejumlah Rp117.227.713.236,00;

b. Belanja Barang dan Jasa, sejumlah Rp171.655.917.223,00;

c. Belanja Modal, sejumlah Rp337.486.303.597,00.

R ™S> 0 Q0 T D

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,

angka 3 terdiri dari:

a. Penerimaan, sejumlah Rp112.816.630.003,75;

b. Pengeluaran, sejumlah Rp3.180.000.000,00.

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri

dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA),
sejumlah Rp112.467.780.603,75;

b. Pencairan Dana Cadangan, sejumlah Rp0,00;

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
sejumlah Rp132.256.038,00;
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d. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah, sejumlah
Rp0,00;

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, sejumlah Rp0,00;

f. Penerimaan Piutang Daerah, sejumlah Rp0,00.

g. Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah, sejumlah
Rp216.593.362,00.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri

dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan, sejumlah Rp0,00;

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, sejumlah
Rp3.180.000.000,00;

c. Pembayaran Pokok Utang, sejumlah Rp0,00;

d. Pemberian Pinjaman Daerah, sejumlah Rp0,00.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

terdiri dari:

1. Lampiran

2. Lampiran

3. Lampiran

4. Lampiran

5. Lampiran

6. Lampiran

7. Lampiran

8. Lampiran

II

I

v :

VI :

VII :

VIII:

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Daerah menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per
Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;



9. Lampiran IX

10. Lampiran X

11. Lampiran XI

12. Lapiran XII

13. LampiranXIII :
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Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan

Aset Tetap Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset Lain-lain;

Daftar  Kegiatan-kegiatan @ Tahun  Anggaran
Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;

Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional

pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bangkalan.

Diundangkan di Bangkalan

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 27-Desember-2012

BUPATI BANGKALAN,
Ttd.

R. FUAD AMIN

pada tanggal 27-Desember-2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

Ttd.

SAIFUL DJAMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2012

NOMOR 3/A .



